
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1650, 2017 BNPT. Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip 

Dinamis.  
 

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME  

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3 TAHUN 2017 

TENTANG 

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS 

DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk pengelolaan arsip dinamis, akses arsip, dan 

perlindungan terhadap keamanan arsip serta untuk 

mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak 

yang tidak berhak, perlu diatur dalam suatu Peraturan 

Badan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang 

Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di 

lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 251, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5952); 
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  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

  4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5071); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 94, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5286); 

  7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 

Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 

tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden 

Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, 

Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10); 

  8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan 

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis; 
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  9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 

Terorisme Nomor PER-01/K.BNPT/I/2017 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional 

Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 397); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN 

TERORISME TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN 

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam 

berbagai bentuk dan media sesuai dengan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang 

dibuat dan diterima oleh Badan Nasional 

Penanggulangan Terorisme dalam pelaksanaan 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

2. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara 

langsung dalam kegiatan pencipta arsip yang dan 

disimpan selama jangka waktu tertentu. 

3. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip 

yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah 

semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan 

arsip di lingkungannya.  

4. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip 

yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam 

penyelenggaraan kearsipan. 

5. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari 

kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan 

sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan 

pemanfaatan arsip. 

6. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori 

kegiatan dan arsip dinamis yang dihasilkan dan 

mengelompokkannya. 
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7. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kategori kerahasiaan 

informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan 

dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan 

keamanan negara, masyarakat dan perorangan. 

8. Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses 

terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan 

arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi 

tertentu. 

9. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik 

dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi 

keamanannya. 

10. Biasa/Terbuka adalah arsip yang memiliki informasi 

apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan 

siapapun. 

11. Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi apabila 

diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat 

mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga pemerintahan. 

12. Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila 

diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat 

mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan 

negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, 

termasuk dampak ekonomi makro. Apabila informasi 

yang terdapat pada arsip bersifat sensitif bagi 

lembaga/organisasi akan menimbulkan kerugian yang 

serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, 

hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan 

reputasi. 

13. Sangat Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi 

apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat 

membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan 

bangsa. 

14. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang 

apabila dibuka atau diketahui orang lain dapat 

menimbulkan konsekuensi setelah dipertimbangkan 

secara seksama bahwa dengan menutup informasi dapat 
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melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada 

membukanya. 

15. Penggunaan Arsip adalah kegiatan penyediaan dan 

pemanfaatan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang 

berhak. 

16. Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja 

yang menggunakan arsip dan berasal dari lingkungan 

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. 

17. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan 

hukum yang menggunakan arsip dan berasal dari luar 

lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. 

18. Prosedur Pengaksesan Informasi Publik adalah tata cara 

atau aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan 

hukum dan otorisasi legal pemanfaatan informasi publik. 

19. Kepala adalah pejabat yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan yang mengkoordinir di bidang 

penanggulangan terorisme. 

20. Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Badan Nasional 

Penanggulangan Terorisme adalah pejabat yang 

bertanggung jawab di bidang penyediaan dan/atau 

pelayanan informasi di badan publik yang ditunjuk oleh 

Kepala.  

21. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang 

selanjutnya disingkat BNPT adalah lembaga 

penanggulangan terorisme berbentuk lembaga 

pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas 

negara di bidang penanggulangan terorisme yang 

berkedudukan di ibukota negara. 

 

Pasal 2 

(1) Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di 

lingkungan BNPT, dimaksudkan untuk: 

a. mendorong unit kerja agar memberkaskan Arsip 

Dinamis unit kerjanya secara tertib yang disertai 

dengan daftar arsip aktifnya; 

b. memberikan petunjuk kepada unit kerja agar dapat 

mengamankan dan mematuhi kewenangan akses 
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